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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam situasi konflik anak-anak secara langsung ikut terlibat di dalamnya,
karena mereka merupakan bagian dalam konflik. Anak terus saja menjadi korban
konflik. Penderitaan mereka sangat beragam bentuknya. Anak dibunuh,
kehilangan orangtua karena mereka tewas, dibuat cacat, diculik, kehilangan hak
atas pendidikan dan kesehatan, dan menderita luka dan trauma batin dan emosi
yang mendalam. Anak-anak yang dipaksa untuk meninggalkan rumahnya,
mengungsi, dan terusir dari tempat tinggalnya sendiri, sangatkah rentan
khususnya terhadap kekerasan, pengerahan, eksploitasi seksual, penyakit, kurang
gizi, dan kematian. Anak dikerahkan dan digunakan sebagai tentara anak-anak
dalam skala yang sangat besar. Status gadis/anak perempuan memberikan resiko

tambahan, khususnya terhadap kekerasan seksual.

United Nations Children’s Fund atau biasa disebut UNICEF merupakan
salah satu organisasi dibawah naungan PBB. Organisasi UNICEF didirikan pada
tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. Dana
organisasi ini berasal dari sumbangan sukarela pemerintah-pemerintah, dan dari
donator-donatur pribadi di seluruh dunia. Dengan bantuan lebih dari 7000 orang
yang bekerja diberbagai negara di penjuru dunia, membantu membangun sebuah

dunia yang menghargai hak-hak anak. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk



menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, dan diskriminasi pada

anak.

UNICEF bertujuan membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh
dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Sebagai
salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan perhatian
terhadap anak-anak. Untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak-anak

lahir dalam kemiskinan di daerah termiskin di negara berkembang.

Dalam sebuah konflik bersenjata baik konflik domestik (intrastate) atau
antar-negara, masyarakat sipil seperti anak-anak selalu saja menjadi korban.
Lebih dari 300.000 tentara anak-anak, sebagian berusia sekitar delapan tahun,
dieksploitasi dalam konflik bersenjata di lebih dari 30 negara. Lebih dari 2 juta
anak-anak diperkirakan telah meninggal sebagai akibat langsung dari konflik

bersenjata semenjak tahun 1990 (Machel, 2001, p. 7).

Salah satu peran UNICEF dalam upaya perlindungan terhadap anak yakni
dalam konflik yang dihadapi Israel dan Palestina. Konflik yang terjadi diantara
kedua negara sudah berlangsung sejak lama. Tidak sedikit anak-anak telah
menjadi korban dalam konflik Israel-Palestina. Selama ini dalam situasi konflik di
negara manapun UNICEF selalu berupaya untuk memberikan perlindungan dan
bantuan khususnya bagi anak-anak yang berada di wilayah konflik. Pada konflik
Israel-Palestina UNICEF sangat sering turun langsung dalam membantu anak-

anak yang berada dalam konflik.



Konflik antara Israel dan Palestina sudah terjadi sejak akhir abad 19.
Terdapat dua kegiatan yang melatarbelakangi konflik ini. Diantaranya
pelaksanaan kongres zionis pertama tahun 1897 dan Deklarasi Balfour tahun
1917. Mulanya rencana zionis untuk mendirikan Negara Yahudi di tanah Palestina
adalah karena lahirnya sebuah kesepakatan dalam sebuah seminar internasional
yang diadakan di Basel, Swiss pada agustus tahun 1897. Sejak setelah kongres
zionis pertama tersebut Memang, banyak imigran Yahudi yang berdatangan ke
Palestina sebagai realisasi pelaksanaan “amanat” yang disampaikan oleh Theodor
Herzl dalam tulisannya Der Judenstaat (negara yahudi) sejak tahun 1896.
Berbagai gelombang imigran berdatangan ke palestina. Gelombang imigrasi
massal yang bisa disebut sebagai aliyah ini berdatangan dari berbagai negara:
Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yogoslavia, Yaman, Jerman, dan negara-
negara Afrika (M. Riza Sihbudi, 1993, p. 45). Para kelompok yahudi yang datang
dari berbagai negara menuju palestina tersebut menimbulkan konflik antara Israel
dan Palestina. Konflik tersebut terjadi hingga sekarang dan belum ada

kesepakatan damai yang terwujud dari kedua pihak.

Konflik ini tidak terjadi setiap hari, akan tetapi terjadi fluktuasi konflik
dari tahun ketahun. Sejak deklarasi Balfour tahun 1917 yang menyebabkan
meningkatnya arus imigrasi ras yahudi ke wilayah palestina sehingga
menimbulkan konflik dengan bangsa palestina untuk memperebutkan wilayah.
Konflik terus berlanjut tetapi mengalami deeskalasi sampai tahun 1946. Pada
tahun 1947 konflik antara Palestina dan Israel kembali mengalami eskalasi dan

bahkan negara-negara arab lainnya ikut turut serta dalam konflik ini karena pada



tahun 1947 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memutuskan untuk membagi
wilayah mandat britania atas palestina yang kemudian ditentang oleh negara-
negara arab. Pada tanggal 14 mei 1948 Israel diproklamasikan dan sehari
kemudian langsung diserbu oleh tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir,
Irak dan negara arab lainnya. Konflik antara Israel dengan negara-negara arab
biasa disebut perang Arab-Israel. Perang Arab-Israel terjadi sampai tahun 1967

diakhiri dengan “Perang Enam Hari” yang dimenangkan oleh Israel.

Konflik Israel-Palestina kembali mengalami deeskalasi hingga tahun
1987.Pada desember tahun 1987 pemberontakan rakyat palestina terhadap
penduduk palestina terjadi, Pemberontakan ini disebut Intifada. Intifada yang ini
terjadi hingga tahun 1991. Kemudian konflik kembali mengalami deeskalasi pada
tahun 1993 karena adanya perjanjian oslo, yaitu perjanjian damai antara Palestina
dan Israel. Akan tetapi tidak bertahan lama, pada tahun 1996 konflik Palestina.
Israel kembali mengalami eskalasi yang diakibatkan oleh kerusuhan terowongan
Al-Agsa, Israel dengan sengaja membuka terowongan menuju masjidil Agsa.

Kemudian intifada berlanjut hingga 2011.

Pada konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina ini banyak
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Israel. Menyerang pemukiman
warga, membunuh warga sipil dan menyiksa anak-anak merupakan sebuah
pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Mengapa ini merupakan sebuah
pelanggaran? Karena di dalam hukum humaniter yang diatur dalam konvensi

Jenewa tahun 1949 yang isinya tidak boleh menyerang terhadap warga sipil


https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Yordania
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Irak

kemudian memberikan perlindungan kepada warga sipil dalam situasi perang

(Andrey Sujatmiko, 2015, p. 184).

Banyaknya warga sipil khususnya anak-anak yang terlibat secara langsung
dalam konflik membuat mereka turut menjadi korban dalam konflik ini. Anak-
anak yang seharusnya menikmati masa-masa belajar dan bermainnya harus
berjuang untuk hidup. Penderitaan mereka begitu beragam, seperti kematian,
organ tubuh yang hilang atau cacat, kehilangan orangtua maupun saudara, disiksa,

diperbudak, diperkosa, menjadi tahanan militer dan lain sebagainya.



Table 1. Korban sipil yang tewas akibat konflik Israel-Palestina, antara
tahun 1987 hingga 2011

Tahun Palestina Israel
2011 118 (13) 11 (5)
2010 81(9) 8 (0)
2009 1034 (314) 9 (1)
2008 887 (128) 35 (4)
2007 385 (52) 13 (0)
2006 665 (140) 23(1)
2005 190 (49) 51 (6)
2004 832 (181) 108 (8)
2003 588 (119) 185 (21)
2002 1032 (160) 419 (47)
2001 469 (80) 192 (36)
2000 282 (86) 41 (0)
1999 9(0) 4 (0)
1998 28 (3) 12 (0)
1997 21 (5) 29 (3)
1996 74 (11) 75 (8)
1995 45 (5) 46 (0)
1994 152 (24) 74 (2)
1993 180 (41) 61 (0)
1992 138 (23) 34 (1)
1991 104 (27) 19 (0)
1990 145 (25) 22 (0)
1989 305 (83) 31(1)
1988 310 (50) 12 (3)
1987 22 (5) 0 (0)
Total 7978 (1620) 1503 (142)

angka dalam tanda kurung merupakan korban yang berusia di bawah 18
tahun(B'Tselem, 2012)

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan dapat dilihat bahwa kurang lebih

20% dari korban sipil konflik Palestina-Israel sejak tahun1987-2011 adalah anak-



anak. Hal ini menunjukan bahwasannya anak-anak secara sengaja maupun tidak
terlibat langsung dalam konflik. Para warga sipil khususnya anak-anak tidak
seharusnya menjadi sasaran dari sebuah perang justru menjadi korban dengan
angka yang cukup tinggi. Dengan konflik yang berkepanjangan dan belum ada
niatan yang terlihat dari kedua pihak untuk berdamai maka hal tersebut akan
berpengaruh pula terhadap anak-anak yang ada didalam konflik Palestina-Israel

karena mereka terlibat langsung didalam konflik.

Israel dan Palestina keduanya telah meratifikasi Convention on the Rights
of the Child (CRC). Israel meratifikasi pada tanggal 3 Oktober 1991, kemudian
Palestina pada 2 April 2014. Kemudian Convention on the Rights of the Child on
the involvement of children in armed conflict atau konvensi hak anak, khususnya
hak anak pada konflik, Israel meratifikasi pada 18 July 2005 dan Palestina
meratifikasi pada 7 April 2014 (United Nations, 2016). Akan tetapi, Pelanggaran
anak masih saja terjadi banyak pelanggaran mengenai hak-hak anak yang
dilakukan kedua Negara.

Dalam konflik seperti ini memang sudah seharusnya UNICEF bekerja
untuk melindungi para anak-anak yang berada dalam konflik seperti yang terjadi
pada konflik Israel-Palestina. Permasalahan mendasar yang diterima oleh anak-
anak ialah pada masalah pendidikan dan kesehatan. Harus ada program dari PBB
melalui UNICEF untuk memberdayakan anak-anak yang berada dalam situasi
konflik untuk mendapatkan hak-hak anak seperti keamanan, kesehatan,

pendidikan, bermain dan lain sebagainya.



B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji

oleh penulis di dalam skripsi ini yaitu :

Bagaimana upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap
korban anak dalam konflik Israel-Palestina pasca ratifikasi Convention on the

Rights of the Child (CRC)?

C. Tujuan penelitian

1. Memahami berbagai bentuk permasalahan sosial khususnya anak-anak
yang terjadi di kawasan konflik Israel-Palestina

2. Memahami tugas, peran, fungsi dan tujuan organisasi serta tata kelola
perlindungan anak di UNICEF

3. Menjelaskan upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan
terhadap korban anak dan menyelesaikan permasalahan anak dalam

konflik Israel-Palestina

D. Kerangka pemikiran

Untuk membantu penulis menganalisa tentang upaya UNICEF dalam
memberikan perlindungan terhadap korban anak dalam konflik Palestina-Israel,
penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional dan konsep Humanitarian

Intervention.



Suatu Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu
obyek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah sebuah kata yang

melambangkan suatu gagasan (Mas'oed, 1990, pp. 93-94).

D.1. Organisasi Internasional

Dalam buku Adminstrasi & Organisasi Internasional yang ditulis oleh T.
May Rudy, Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang
melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan
lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta
melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna
mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati
bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama

kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993, p. 3).

Dari pengertian diatas dapat disederhakan bahwa Organisasi Internasional
mencakup adanya tiga unsur, yaitu Kketerlibatan Negara dalam suatu pola
kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, dan adanya staf yang
bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (internasional civil servant).
Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi

internasional yang tidak hanya melibatkan negara dan pemerintah saja.

Organisasi internasional memiliki macam-macam golongan, tinjauan ini

didasarkan pada (Rudy, 1993, p. 9):



1. Kegiatan administrasi

a. Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (inter-Govermental
Organization) atau biasa disebut 1GO. Anggotanya adalah
pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu
negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur
berlandaskan hokum public. Contohnya: PBB, ASEAN dan
lain-lain

b. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (International Non-
Govermental Organization) atau INGO. Pada umumnya
merupakan organisasi dibidang social, olahraga, agama,
kebudayaan, dan kesenian. Kegiatan administrasinya diatur
berlandaskan hukum perdata. Contohnya : IBF (International
Badminton Federation), ICC (International Chambers of
Commerce) dan lain-lain

2. Ruang-lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan

a. Organisasi Internasional Global, wilayah kegiatannya adalah
skala global, keanggotaannya terbuka dalam ruang-lingkup di
berbagai penjuru dunia. Contohnya PBB, OKI dan lain-lain

b. Organisasi Internasional Regional, wilayah kegiatannya adalah
regional atau kawasan dan keanggotaannya hanya diberikan
bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Contohnya

ASEAN, OAU ( Organization of African Unity) dan lain-lain



3. Bidang kegiatan (Operasional) organisasi
Untuk ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai
bidang atau aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya:
a. Bidang ekonomi contohnya, Bank Dunia (world bank),
International Monetary Fund (IMF)
b. Bidang lingkungan hidup contohnya, UNEP (United Nations
Enviromental Program)
c. Bidang kesehatan contohnya, WHO (World Health
Organization)
d. Bidang pertambangan contohnya, ITO (International Timber
Organization)
e. Bidang komoditi (pertanian dan industri) contohnya, IWTO
(International Wool Textile Organization)
f. Bidang Bea-cukai dan perdagangan internasional contohnya,

GATT (General Agreements on Tariffs and Trade)

4. Tujuan dan Luas-bidang kegiatan Organisasi
a. Organisasi internasional umum (menyangkut hal-hal umum),
tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan
umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu. Contoh PBB
(the United Nations Organization)
b. Organisasi internasional khusus, tujuan organisasi dan

kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau



menyangkut hal tertentu saja. Contohnya UNICEF (United

Nations Childern’s Emergency Fund)

5. Ruang-lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan

a.

b.

Organisasi internasional global-umum contohnya PBB
Organisasi internasional global-khusus contohnya UNICEF,
WHO, dan lain-lain

Organisasi internasional regional-umum contohnya ASEAN,
Uni Eropa (European Union) dan lain-lain

Organisasi internasional regional-khusus contohnya AIPO
(ASEAN Inter-Parliamentary Organization), PATA (Pacific

Area Tourism and Travel Association)

6. Menurut taraf kewenangan

a.

Organisasi  supranasional (Supra-National Organization),
kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada
diatas negara-negara anggota. Tidak ada contohnya, karena
bentuk Supra-National Organizationbelum pernah tercapai
atau belum pernah terealisasikan dalam sejarah dunia modern.
Negara-negara di dunia menganut pola banyak negara (multi-
state system). Masing-masing negara berdaulat dan sederajat
satu sama lain.

Organisasi Kerjasama (Co-operative Organization), kedudukan
dan kewenangannya tidak lebih tinggi disbanding negara-

negara anggotanya. Organisasi adalah wadah kerjasama



berdasarkan kesepakatan anggota. Contohnya sangat banyak

seperti PBB, ASEAN, OKI dan lain-lain

7. Bentuk dan pola kerjasama

a.

Kerjasama pertahanan keamanan (collective Security) yang
sering kali disebut Institutionalized Alliance. Contohnya
NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Kerjasama fungsional (Functional Co-operation) vyaitu
organisasi yang didasarkan kerjasama fungsional, jumlahnya

sangat banyak. Seperti PBB, ASEAN dan lain-lain

8. Fungsi organisasi

a.

Organisasi politikal, yaitu organisasi yang didalam kegiatannya
menyangkut masalah-masalah  politik dalam hubungan
internasional. Mungkin saja, titik berat pola kerjasama adalah
ekonomi dan sosial-budaya tetapi tidak dapat melepaskan
sepenuhnya kaitan hal-hal lainnya itu terhadap masalah politik.
Contohnya Liga Arab, ASEAN dan lain-lain

Organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya
mengerjakan kegiatan teknis secara administrative. Misalnya
pengaturan kuota serta tingkat harga minyak atau komuditi
lainnya, pengaturan jalur pelayaran dan penerbangan,
pengaturan dan ketentuan telekomunikasi, pengaturan

mengenai hak-hak perlindungan anak dan lain-lain. Contohnya



jialah  UPU (Universal Postal Union), ITU (International
Telecommunication Union) dan lain-lain.

c. Organisasi peradilan, yaitu organisasi yang menyangkut
masalah penyelesaian sengketa pada berbagai bidang menurut
prosedur hukum dan melaluiproses peradilan (sesuai ketentuan
internasional  dan  perjanjian-perjanjian  internasional).
Contohnya Mahkamah Internasional (International Court of
Justice).

Dari penggolongan organisasi internasional diatas dapat dilihat bahwa
disini UNICEF selaku organisasi yang bergerak dibidang perlindungan hak-hak
anak masuk kedalam beberapa golongan. Yang pertama UNICEF masuk kedalam
organisasi internasional khusus yang bekerja untuk kegiatan khusus, dalam hal ini
fokus kerja UNICEF adalah pada perlindungan anak. Dan yang berikutnya yaitu
golongan organisasi internasional global-khusus, dikarenakan wilayah kerja dari
UNICEF adalah global dan bekerja terfokus pada anak saja.Kemudian dari
penggolongan fungsi organisasi, UNICEF termasuk golongan organisasi
administratif, karena UNICEF melaksanakan kegiatan teknis dalam pengaturan

perlindungan hak-hak anak di dunia.

Menurut Clive Archer peranan dan fungsi organisasi internasional secara
tegas dibedakan. Peranan organisasi internasional adalah sebagai berikut (Archer,

1983, p. 136):

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu mencapai kesepakatan, menekan

intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan



2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan
memprakasai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau
perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty,
protocol, agreement dan lain sebagainya)

3. Perilaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan
aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri
sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan
kepentingan anggota-anggotanya.

Selanjutnya Archer mengemukakan adanya Sembilan fungsi organisasi
internasional, yaitu: artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-
negara anggota, menghasilkan norma-norma, rekrutmen, sosialisasi,
pembuatan keputusan (rule making), penerapan keputusan (rule application),
penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunction), tempat memperoleh
informasi dan operasional, antara lain pelayanan teknis, penyediaan bantuan

(Archer, 1983, p. 152).

Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional Negara-negara anggota yang
dimaksud ialah menyalurkan pendapat-pendapat Negara anggota atau masyarakat
internasional untuk bisa menjadi perhatian ataupun menjadi sebuah keputusan
bersama. Fungsi menghasilkan norma-norma yang dimaksud ialah membuat rezim
atau aturan main. Kemudian fungsi rekrutmen ialah mencari dan mengajak
sejumlah orang dari berbagai Negara anggota untuk menjadi tenaga kerja di
organisasi tersebut. Fungsi sosialisasi disini ialah sebuah proses penanaman atau

transfer nilai dan aturan ke masyarakat internasional. Fungsi pembuat keputusan



disini sesuai bidang organisasi internasional tersebut. Setelah membuat keputusan
maka dilanjutkan dengan menerapkan keputusan tersebut kemudian melakukan
penilaian atau keputusan tersebut. Organisasi internasional berfungsi sebagai
tempat memperoleh informasi dan operasional, antara lain, pelayanan teknis dan

penyediaan bantuan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Secara umum tujuan organisasi internasional menurut Micheal Haas
adalah kordinasi kegiatan-kegiatan bersama diantara anggota-anggota organisasi
internasional yang bersangkutan. Kordinasi tersebut mencakup pembagian tugas
yang jelas, bias melalu jalur formal dan jalur informal (Haas, 1969, p. 131).
UNICEF sebagai organisasi internasional yang mengurusi hak-hak anak pun tidak
bias bekerja sendiri. UNICEF memerlukan mitra-mitra kerja untuk membantu dan

mempermudah tugas dan tanggungjawab dari UNICEF.

D.2. Humanitarian Intervention Concept

Ketika kita mendifinisikan mengenai Humanitarian Intervention atau
intervensi kemanusiaan terdapat banyak unsur yang mengandung kontroversi dan
membingungkan. Yang pertama yaitu, intervensi kemanusiaan sangat kontradiktif
dengan konsep kedaulatan sebuah negara. Dalam sejarah relasi antar bangsa,
konsep kedaulatan negara ini diterima dari Westphalia 1648 dimana diatur
bahwasannya negara berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan
orang lain (non-interfence). Hal tersebut tertera pada piagam PBB bab 2 pasal 7
yang melarang negara lain atau pun organisasi internasional yang ikut campur
dalam urusan domestik negara lain. Kedua ialah, intervensi kemanusiaan

kontradiktif dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau militer,



seperti yang tertuang dalam piagam PBB bab 2 pasal 4 mengenai penggunaan
kekuatan militer hanya untuk pertahanan diri atau atas ijin Dewan Keamanan

(Security Council) PBB (Welsh, 2004).

Humanitarian Intervention atau intervensi kemanusiaan menurut Jennifer
M. Welsh secara umum didefinisikan sebagai campur tangan koersif dalam urusan
dalam negeri sebuah negara yang melibatkan penggunaan kekuatan militer atau
angkatan bersenjata dengan tujuan menangani pelanggaran hak asasi manusia
secara besar-besaran atau mencegah kekerasan yang terjadi terhadap manusia
secara meluas (Welsh, 2004, p. 3). Namun ada pandangan yang bertentang dari

dua teori besar dalam hubungan internasional yaitu realis dan konstruktivis.

Intervensi kemanusiaan bagi realis bukan didasari oleh motivasi untuk
memperjuangkan kepentingan keamanan internasional. Intervesi kemanusiaan
adalah upaya untuk memperjuangkan kepentingan negara pengintervensi. Dengan
begitu definisi intervensi kemanusiaan yaitu jika negara bertindak atas dasar
kepentingan kepentingan dirinya, maka intervensi kemanusiaan adalah upaya
negara kuat melawan negara lemah dengan kekuatan militer demi kepentingan
negaranya sendiri (Bellamy, 2003, p. 10). Negara melakukan intervensi bukan
karena alas an kemanusiaan karena negara senantiasa didorong oleh kepentingan
nasional. Apabila seperti itu jadnya, maka negara tidak akan rela bersusah payah
mengintervensi negara lain hanya untuk membela kepentingan selain kepentingan

nasionalnya.



Disisi lain, dalam menjelaskan fenomena internasional, konstruktivisme
berpijak pada kata kunci norma. Norma dipahami sebagai ‘“harapan-harapan
kolektif mengenai perilaku yang pantas bagi aktor dengan identitas tertentu”
(Katzeisten, 1996, p. 54). Norma membantu memdefinisikan situasi dan oleh
karena itu mampu mempengaruhi interaksi antar bangsa negara. Aktor-aktor
hubungan internasional terutama negara melakukan tindakan karena dituntut oleh
aturan, prinsip, norma yang disepakati bersama, serta keyakinan tentang apa yang
penting, berharga, baik, dan apa cara-cara yang efektif atau legitimate dengan
tujuan mencapai hal-hal tersebut. Dalam konteks intervensi kemanusiaan,
standard perilaku yang menjustifikasi negara melakukan tindakan intervensi
adalah norma yang bermaktub dalam piagam PBB tentang hak asasi manusia.
Norma hak asasi manusia yang relevan pada konteks ini pada intinya berisi hak
untuk hidup, yaitu “hak bebas dari penghilangan nyawa dan hukuman tanpa
pengadilan serta bebas dari penganiayaan dan penangkapan yang semena-mena”
(Risse, 1999, p. 2). Intervensi kemanusiaan baik dilakukan negara individual
maupun multilateral bertujuan membela nilai-nilai luhur yang disepakati bersama
yaitu hak asasi manusia. Kepentingan nasional disini diterjemahkan sebagai
kepentingan internasional. Organisasi internasional dalam hal ini PBB berperan
untuk menjaga aturan dan norma-norma internasional untuk dipatuhi oleh negara-

negara di seluruh dunia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya definisi dari intervensi kemanusiaan
ialah campur tangan sebuah negara atau organisasi internasional kedalam urusan

domestik sebuah negara dengan menggunakan kekerasan/kekuatan militer atau



dengan cara diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak asasi
manusia disuatu negara. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, UNICEF sebagai
organisasi internasional yang mengurusi tentang hak-hak anak dan perlindungan
anak, yang berkedudukan dibawah PBB dalam melakukan intervensi ke sebuah
konflik menggunakan cara-cara diplomasi atau melalui perjanjian, konvensi, atau
dalam bentuk memberikan rekomendasi ke negara tertentu yang melakukan

pelanggaran terhadap anak.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah kemudian didukung oleh kerangka
pemikiran diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, upaya
UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik
Israel-Palestina adalah:

1. UNICEF memonitori Israel dan Palestina untuk mematuhi peraturan
mengenai hak-hak anak khususnya pada anak-anak yang berada dalam
situasi konflik dalam Convention on the Right of the Child

2. UNICEF melakukan upaya perlindungan anak dengan memberikan
Peace Building Education and Advocacy (PBEA) in conflict-affected
context programme atau program pendidikan dan advokasi perdamaian

F. Metode penelitian

Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis
yaitu metode pengumpulan data sekunder melalui library research atau studi

pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan



sejumlah informasi atau data yang terkait dengan objek penelitian. Data-data
sekunder didapatkan melalui buku, media cetak, jurnal, surat kabar ataupun media

online yang berkaitan dengan judul penelitian.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, pembahasan mengenai upaya UNICEF dalam
memberikan perlindungan anak pada konflik Israel-Palestina yaitu sejak pasca

ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC).

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai oleh penulis pada skripsi yang
berjudul “UPAYA UNICEF DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN ANAK DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA”

yaitu :

BAB | merupakan pendahuluan mengenai skripsi yang akan menjelaskan
mengenai latar belakang masalah, mulai dari penjelasan singkat mengenai
UNICEF dan sejarah singkat konflik Israel-Palestina kemudian permasalahan
yang dihadapi anak-anak dalam konflik Israel-Palestina, rumusan masalah, tujuan
penilitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika

penelitian.

BAB Il akan menjelaskan mengenai tata kelola perlindungan anak di
UNICEF. Dimulai dari gambaran umum dan sejarah UNICEF yang meliputi

penjelasan mengenai struktur organisasi UNICEF, sumber dana UNICEF, dan



kebijakan UNICEF dalam perlindungan hak-hak anak serta prioritas UNICEF
yang mencakup tata kelola perlindungan anak di UNICEF, pemberian layanan

kesehatan di UNICEF, program pendidikan UNICEF.

BAB Il akan membahas tentang sejarah konflik Israel-Palestina serta akan
menjelaskan mengenai dampak dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak di

dalam konflik.

BAB IV merupakan bab yang akan membahas jawaban dari hipotesa serta
analisis mengenai upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap

korban anak dalam konflik Israel-Palestina.

BAB V adalah kesimpulan yang berisi tentang keseluruhan hasil kajian

penelitian dari bab-bab sebelumnya.



